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BUPATI SLEMAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR 20 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

nimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014, perlu menetapan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 

Anggaran 2014; 

ngingat I. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daera.h Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah [stimewa Yogvakarta (Berita Negara Tahun 1950 

Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Ta.bun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Noror 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 



tentang 

Republik 

2004 

Negara 

1 Tahun 

(Lembaran 

Nomor 

Negara Perbendaharaan 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286), 

4. Undang-Undang 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tecntang 

tentang 2014 Tahun 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Noor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438}; 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Uadang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 
Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 
Nomor 59); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 200O tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4028), 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416y 
sebagaimanna telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 47, 

Indonesia 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 4712) 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umur sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pererintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor I7I, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340]; 

14.Peraturan Pemerintah Nomnor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Noror 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272; 



23. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 

Nomor 23 Seri E] sebagaimana tclah diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri E}; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 

Nomor 2 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E}; 



29, Peraturan Daerah Kabupaten 

MEMUTUSKAN 

Sleman Nomor 

Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 

Seri A); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 

Seri A); 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014 

Pasal l 

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 

nggaran 2014 setelah perubahan sebagai berikut: 

• Pendapatan Daerah: 

1. Semula . . .... . 8 0 0 0 8 80 0 0 8 00 0 0 0 . 0 000. . . .. .  Rp 1.869,792.735.173,24 

2. Bertambah ..........0.000 0 0 0 0000.....Rp 99,471.465144,4 

Jumlah pendapatan daerah setelah 

perubahan Rp 1.969 264.200.317,70 

• Belanja Daerah 

I Semula .. . . 0 0 8 8 8 8 8 0 8 8 0 0 8 08 8 80 . . R p 1 . 9 7 8. 6 7 4 . 6 2 6. 6 2 0 , 6 3  

2. Bertambah . . . . . . .0 + · . . 8 0 . . . . . . .  RD309,971,229.839,93 

Jumlah belanja daerah 

setelah perubahan ...............Rp2.288.645.856.460,56 

Defisit setelah perubahan . . •  » .  • • • • •  Rp (319,381.656.142,86) 

Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan pembiayaan 

a) Serula . . . 8 88 8 8 0 0 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 .0 8 0 . R p  109019,891.447,39 

b) Bertambah ... . . . . . ..a....... .RD 322.339,578.172,47 

Jumlah penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan .. ».o»....  Rp 431,359.469.619,86 



2. Pengeluaran pembiayaan 

a) Semula Rp 138.000.000,00 

b) Bcrtambah..............8......... RD 111.839.813,477.00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 

setelah pcrubahan Rpl 11.977 .813.4 77 ,00 

Jumlah pembiayaan nett0. •.• 

Pasal 2 

Rp 319.381.656.142,86 

Rincan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 27 oxtober 2014 
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BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 20I4 NOMOR 2 SERI £ 
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